BUPATI SOPPENG

PERATURAN BUPATI SOPPEN G

NOMOR 31 TAHUN 2017

ENTANG
PENETAPAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN
TAMB UANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Mengingat .

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Batas Maksimal
Jumlah Uang Persediaan (UP) dan Tambahan

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesig Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400); '
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Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
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Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

140, Tambahan Lembaran Negarg Republik
Indonesia Nomor 4578); C

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahuyn 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansj

Negara Republik Indonesia Nomor 4714);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S165);



Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun

2008 tentang Tata Carg Penatausahaan dan

; Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
| Bendahara serta Penyampaiannya; |

16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah; '

17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor
23/PER-BUP/XI] /2009 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan  Daergh
Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
BATAS MAKSIMAL JUuMLAY UANG PERSEDIAAN

KABUPATEN SOPPENG |

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati inj yYang dimaksud dengan :
1.  Bupati adalah Bupati Soppeng.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut SKpPD adalah perangkat daerah pada
peémerintah  daerah selaku pengguna anggaran/

SKPKD yang  mempunyaj tugas melaksanakan
, pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendaharg
umum daerah.

S.  Dokumen Pelaksanaan Anggaran  Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang  selanjutnya disingkat
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7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar
menatausahakan dan mmempertanggungjawabkan uang

8. Pengguna Anggaran  adalah pejabat pem%aga.ng
wewenang pengguna anggaran untuk melaksa:ilakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya,

10.

Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dang (SP2D) atas beban pengeluaran
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD). |

i 11. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang

’ selanjutnyd disebut SPM-GU adalah dokumen yang

? diterbitkan oleh Pengguna anggaran/kuasa bengguna
anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA—SKPD) yang dananya dipergunakan untuk
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

12. Surat Perintah Pencairan Dang yang selanjutnya

: disebut SP2D adalah  dokumen yang digunakan

;‘ sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM .

13. Surat. Perintah Pembayaran (SPP) Tambahan Uang
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1.  1/12 dari bagu dengan klasifikasj Pagu sampaj
dengan Rp.l0.000.000.000,— (Sepuluh Milyar
Rupiah)

2. 1/18 dari Pagu dengan klasifikasi bagu di atas
Rp.10.000.000.000,-  (Sepuluh Milyar Rupiah)
! Sampai dengan Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh
| Milyar Rupiah)

3. 1/24 dari Pagu dengan Kklasifikasj bagu di atas
Rp.20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah),
maksimal Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juts
Rupiah)

(3) Belanja pegawai yang dimaksud pada ayat (1) adalah
belanja pegawai dalam DPA-SKPD kecuali:

1. Belanja Pegawai BLUD-RSUD
2. Belanja Pegawaj Dana BOS

(4) Belanja Barang Jasa yang dimaksud pada ayat (1) adélah
belanja barang dan Jjasa dalam DPA-SKPD kecuali:

1. Belanja Bahan Material
2 Belanja Premi Asuransi

3. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
4 Belanja Pakaian Kerja j
S.  Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertenty
6. Belanja Konsultansi
7
8.
9.

Belanja Barang Dana BOS
Belanja Barang yang Akan Diserahkan /Dijual
Belanja Barang dan Jasg BLUD-RSUD

10. Biaya Umum dan Administrasj

(5) Rumus perhitungan besaran UP sebagaimang dimaksud
Pasal 2 ayat (2) sebagai berikyt : |

. ((BP+BBJ)-(BP,. BBJ))/12, untuk pagy sampai
dengan Rp. 10.000.000.000,-  (Sepulun Milyar
Rupiah)

2. ((BP+BBJ)-(BP;. BBJL))/18, untuk pagu di atas
Rp.l0.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)
sampai dengan Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh
Milyar Rupiah)

' 3. ((BP+BBJ)-(BP;. BBJx))/24, untuk pagu di atas
Rp.20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah),
maksimal Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta
Rupiah)

Keterangan:
BP = Belanja Pegawaj pada DPA SKPD
BBJ Belanja Barang dan Jasa pada DPA SKPD

BPy Belanja Pegawaj Yang dikecualikan pada
pasal 2 ayat (3)
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BBJx= Belanja Barang dan Jasa yang'dikecualikan
pada pasal 2 ayat (4)

kas.

(2) UP dapat diberikan dalam batas-batas belanja sebagai
berikut :

1. Uang Persediaan digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai nop gaji
dan tunjangan serta penghasilan lainnya, belanja
barang dan jasa selain yang dilakukan dengan
pembayaran langsung kepada pihak Kketiga
berdasarkan kontrak kerja atau perintah kerja.

perundangan harus diajukan dengan SPP-LS. |
3. Pengecualian darj huruf (a) dan huruf (b) diatur oleh
PPKD dengan persetujuan Sekretarig Daerah.

(3) Mekanisme pengisian kembalj Uang Persediéan
dilaksanakan menggunakan instrument Ganti Uang
(GU).

(4) Penggantian Up dapat dilakukan setelah penggunaan
uang persediaan minimal 60%.

(5) Penggantian UP dapat dilakukan dengan mengajukan
SPM-GU setelah laporan pertanggungjawaban oleh
Bendahara'Pengeluaran atas penggunaan dana Uang
Persediaan sebelumnya Yang sudah disahkan.

BAB III
PERTAN GGUNGJAWABAN UAN G PERSEDIAAN

Pasal 4

pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling
lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pertanggungjawaba.n penggunaan UP, GU dan/atau TU
dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara

pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling
lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.



Pasal 7

(1) Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran
mengajukan SPP-GU Nihil dan diajukan ke BUD untuk
diterbitkan SP2D-GU Nihil.

(2) Bila ada kelebihan atgs peénggunaan UP dj SKPD,
bendahara pengeluaran wajib menyetor kelebihan
tersebut ke rekening kas umum daerah paling lambat
31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang

BAB IV
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 9

(1) Batas Jjumlah pPengajuan SPP-TU harus mendapat
bersetujuan  dari PPKD  selaky BUD dengan
meémperhatikan  rincign kebutuhan dan waktu
penggunaan.

(2) Jumlah maksimal bengajuan TU adalah 1 (satu) kalj
dalam sebulan.

(4) Dalam ha] pengajuan bPermintaan TU, bendahara
pengeluaran wajih menyampaikan: |

a. Rincian Téncana  penggunaan dana untyk
kebutuhan mendesak dan rij] serta sisa dang
rekening yang dirnintg TU;

b. Rekening koran yang menunjukkan saldo akhir;,

€. Surat bPényataan baghwga kegiatan yang dibiayaij
tersebut adalah bersifat mendesak dan tidak dapat
dilaksanakan melaluj mekanisme LS.
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ke rekening kas Umum daerah, makag Pérmintaan Gu
tidak dapat diterbitkan SP2D nya.

beristiwa di luar kendajj Pengguna Anggaran /Kuasa
Pengguna Anggaran.

BAB vV
+ KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati inj mulai  berlaky sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
péngundangan Peraturan Bupati ini dengan

Ditetapkan dj Watansoppen
pada tgnggal 20 Juni 801%

F -?BUI':"AT\_:I_[\ SOPPENG,

%

Diundangkan gj Watansoppeng
pada tangga] 21 Juni 2017

_Plt., SERRETARIS DAERAH
-KABUPATEN SOPPENG,




